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 BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang Evaluasi Penerapan 

Sistem E-Procurement Bidang Jalan dan Jembatan di Lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar penyusunan variabel – variabel pelaksanaan pelelangan secara 

elektronik antara lain tujuan pengadaan secara elektronik menurut Perpres 54 

tahun 2010 pasal 107, prinsip pengadaan secara elektronik menurut LKPP 

dan faktor kemampuan Sumber Daya Manusia. Teridentifikasi sebanyak 8 

jenis variabel yang terdiri dari 46 jenis indikator pelaksanaan pelelangan 

secara elektronik. Secara umum pengguna jasa/pegawai ULP dan penyedia 

jasa/kontraktor memberikan persepsi yang sedang sampai sangat baik 

terhadap indikator pelaksanaan pelelangan di propinsi Sulawesi Selatan; 

2. Variabel ‘Tingkat efisiensi proses pengadaan’ memiliki penilaian paling 

rendah menurut pengguna jasa pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu, pada 

tahun 2015, variabel dengan penilaian paling rendah adalah variabel 

‘Pemenuhan kebutuhan akses informasi yang real time’. Menurut penilaian 

pengguna jasa/pegawai ULP, terjadi penurunan jumlah indikator pelaksanaan 

pelelangan yang memiliki nilai buruk antara tahun 2013 sampai 2015; 

3. Variabel ‘Kemampuan Sumber Daya Manusia’ memiliki penilaian paling 

rendah menurut penyedia jasa pada tahun 2013 dan 2014.  Pada tahun 2015, 
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variabel dengan penilaian terendah adalah variabel ‘Dukungan proses 

monitoring dan audit’. Menurut penilaian penyedia jasa/kontraktor, jumlah 

indikator pelaksanaan pelelangan yang memiliki nilai buruk antara tahun 2013 

sampai 2014 cenderung meningkat. Namun dalam tiga tahun tersebut, 

indikator dengan penilaian buruk menurut penyedia jasa jumlahnya lebih 

sedikit daripada pengguna jasa; 

4. Peringkat pertama tingkat kepentingan indikator pelaksanaan pelelangan 

menurut persepsi pengguna jasa/pegawai ULP adalah indikator V.2. 

‘Kelancaran akses informasi bebas dari gangguan cuaca’. Sementara itu, 

peringkat pertama tingkat kepentingan pelaksanaan pelelangan yaitu indikator 

VII.1.a.  ‘Jaminan kerahasiaan dokumen digital’ dan indikator VII.1.b. 

‘Jaminan keaslian dokumen digital’; 

5. Perbedaan penilaian antara pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap 

indikator pelaksanaan pelelangan secara elektronik antara tahun 2013 sampai 

2015 cenderung menurun. Penurunan jumlah indikator yang berbeda secara 

signifikan dari 43.47% menjadi 17.39%. Tren ini merupakan hasil yang positif 

karena baik penyedia maupun pengguna jasa yang berkedudukan sama dalam 

pelelangan diharapkan memiliki pandangan yang sama pula. Sebagai 

pengguna portal pelelangan, kedua responden ini diharapkan memiliki 

persepsi yang sama dalam mengoperasikan portal pelelangan; 

6. Perbedaan persepsi antara pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap tingkat 

kepentingan indikator pelaksanaan pelelangan secara elektronik hanya sebesar 

17.39%. Namun yang menjadi perhatian adalah perbedaan tersebut sebagian 

besar bersumber dari variabel III ‘mengenai efisiensi pelelangan’. Kondisi ini 
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menunjukkan belum ada kesepahaman antara penyedia jasa dan pengguna jasa 

mengenai kelayakan pemenang untuk mengerjakan suatu proyek. Hal ini 

disebabkan metode pelelangan yang cukup sederhana dibandingkan hasil yang 

akan dicapai dalam proyek. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan 

metode pelaksanaan pelelangan yang lebih mendetail namun cepat dalam 

pelaksanaan; 

7. Perbedaan persepsi yang diperoleh antara tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-

masing responden, diketahui bahwa pengguna jasa menghasilkan perbedaan 

sebesar 47.82% sedangkan  penyedia jasa menghasilkan 21.74%. Penyedia 

jasa cenderung memiliki persepsi yang konstan dalam menilai setiap 

perubahan dalam pelaksanaan pelelangan. Sementara itu, pengguna jasa 

memiliki perilaku yang lebih reaktif terhadap perubahan peraturan yang 

terjadi dalam sistem pelelangan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sesuai 

dengan realita di lapangan dimana setiap kesalahan yang terjadi dalam proses 

pelelangan yang diakibatkan oleh pegawai ULP akibatnya cukup fatal dalam 

proses pelelangan secara keseluruhan. Sementara itu, kontraktor cenderung 

mengikuti arahan yang diberikan pegawai ULP dan kesalahan yang terjadi 

tidak berkaitan dengan hukum; 

8. Menurut pengguna jasa, tidak ada satupun variabel yang dapat dikatakan 

sukses pada tahun anggaran 2015. Adapun variabel IV ‘Dukungan proses 

monitoring dan audit’ dan V ‘Pemenuhan kebutuhan akses informasi yang 

real time’  memiliki tren menurun dengan indeks kesuksesan relatif kecil. 

Manajemen pengarsipan dalam portal pelelangan sebaiknya diubah agar 

memenuhi kebutuhan monitoring dan tidak dokumen fisik dalam jumlah besar 
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tanpa melibatkan banyak sumber daya. Prasarana terkait akses informasi 

terkini seperti kemampuan sinyal internet dan database informasi yang 

memiliki kepastian hukum perlu diterapkan dalam portal pelelangan. Tanpa 

hal tersebut pelelangan secara elektronik hanya menjadi faktor pendukung 

pelelangan manual; 

9. Menurut penyedia jasa, satu-satunya variabel yang dapat dikatakan sukses 

adalah variabel VI ‘Tingkat interoperabilitas dalam bertransaksi’ yang terjadi 

pada tahun anggaran 2015. Satu-satunya variabel dengan tren kesuksesan 

menurun adalah variabel IV ‘Dukungan proses monitoring dan audit’. 

Penilaian penyedia jasa terhadap variabel ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengguna jasa walaupun masih jauh dari batas indeks kesuksesan. Sama 

seperti pengguna jasa, faktor yang perlu ditingkatkan dalam portal pelelangan 

adalah manajemen pengarsipan; 

10. Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas dapat diketahui bahwa dalam 3 

tahun terakhir, pelaksanaan pelelangan secara elektronik di propinsi Sulawesi 

Selatan memiliki penilaian dengan kategori baik namun belum dapat 

dikatakan sukses. Hanya ada satu dari delapan variabel pelaksanaan 

pelelangan yang dapat dikatakan sukses. Pelaksanaan sistem e-Procurement 

sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya memenuhi predikat 

sebagai sistem pelelangan elektronik menurut pengguna dan penyedia jasa. 

Beberapa kekurangan yang muncul menjadi rujukan untuk digunakan sebagai 

usulan perbaikan sistem pelelangan di masa yang akan datang. Sistem 

pelelangan yang dianut Kementerian PUPR masih merupakan sistem 

pendukung dan pelengkap pelelangan tradisonal yang telah ada sebelumnya. 
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5.2. Saran 

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan membandingkan sistem 

pelelangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 Kementerian PUPR 

mulai tahun anggaran 2016 tidak lagi menggunakan portal pelelangan sendiri 

namun telah bergabung dengan portal pengadaan LKPP. Disamping itu, ruang 

lingkup penelitian ini dapat dikembangkan hingga mencakup pelelangan jalan dan 

jembatan dalam satu Balai Pelaksana Jalan atau bahkan seluruh balai di Indonesia. 

Hal ini sangat diperlukan karena  pelelangan secara elektronik sebenarnya 

merupakan pelelangan yang berlaku secara nasional. Sehingga tidak hanya tingkat 

kesuksesan pelaksanaan pelelangan saja yang diperoleh namun juga karakter 

responden setiap daerah menjadi dapat dibahas untuk kemajuan institusi 

Kementerian PUPR. 
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